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ABSTRAK

MUHAMMAD NURULHUDA A. KARIM. H1120047 PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANATERHADAP PELAKU PENGEMUDI KENDERAAN

DALAM KEADAAN MABUK (STUDI KASUS POLRES GORONTALO
KOTA)

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui tanggung jawab pidana pengemudi
kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas dan apakah
tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian di masa yang
akan datang dalam pembentukan KUHP Nasional masih perlu dipertahankan.
Penelitian ini menggunakan metode penclitian hukum normatif dengan pendekatan
kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum terdiri dari bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier serta data dianalisis secara preskriptif-
normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan Pertangung jawab,an_;“
tindak pidanapelaku pengemudi kenderaan dalam keadaan mabuk yakni terdapat
dua yaitu saksi pidana penjara dan juga denda. Hal ini diharapkan dapat- % |
menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang mengemudikan dalam keadaah™ " - |
mabuk. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengemudi kendaraan dalam

keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan yakni melalui upaya represif-dan-
preventif

N
o

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; pelanggaran lalu lintas
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ABSTRACT

MUHAMMAD NURULHUDA A. KARIM. H1120047. CRIMINAL LIABILITY
OF INTOXICATED DRIVING PERPETRATORS (A CASE STUDY AT
GORONTALO CITY REGIONAL POLICE)

The purpose of this study is to find the criminal liability of vehicle drivers who cause
death In traffic accidents and whether, in the formation of the National Criminal
Code, the criminal act of traffic accidents resulting in death still needs to be
maintained in the future. This study uses a normative legal research method with a
case approach and a statutory approach. Legal materials consist of primary,
secondary. and tertlary legal materials.  Data are analyzed prescriptively-.
normatively. The results of this study indicate that the criminal Hability of O
intoxicated driving perpetrators leads to two ends, namely criminal penalties and— ot
fines. It is expected to have a deterrent effect on the intoxicated perpetrators while" . -
driving. Law enforcement efforts against those intoxicated drivers who cause -
accidents are through repressive and preventive efforts o~

Keywords: criminal liability; traffic violations
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Daam kehidupan sehari-hari antara lalu lintas dan masyarakat tidak dapat
dipisahkan sama sekali. Hal ini adalah disebabkan fungsi serta peranan dari lalu
lintas itu sendiri yang merupakan salah satu sarana yang dapat mewujudkan serta
memenuhi kepentingan masyarakat guna memenuhi kebutuhan primer maupun
sekunder. Kelancaran lalu lintas akan membawa kelancaran dalam segala usaha,
sebaliknya jika lalu lintas tidak dapat menciptakan kelancaran dan keteraturan
dengan balk maka banyak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan yang
pengaruhnya akan dialami pula dalam seluruh kehidupan masyarakat.

Kecelakaan lalu lintas merupakan kecelakaan di jalan yang terjadi tanpa
disenggja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, dan
mengakibatkan adanya korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Korban
manusiameliputi pengemudi kendaraan, penumpang kendaraan, dan/atau pengguna
jalan lain. Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu kecelakaan lalu
lintas ringan yang hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan/ barang, kecel akaan
lalu lintas sedang yang mengakibatkan Iuka ringan dan kerusakan kendaraan/
barang, dan yang terakhir kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban
meninggal dunia ataupun luka berat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto menyampaikan bahwa
di Indonesia, rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan lalu lintas.

Datadari kepolisian juga menyatakan bahwa besar dari jumlah kecel akaan tersebut



disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor
manusia dimana terkait erat dengan kemampuan serta karakter pengemudi, 30%
disebabkan oleh faktor prasarana dan lingkungan, dan 9% sisanya disebabkan oleh
faktor kendaraan. Marroli,*

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa manusia atau pengemudi
kendaraan menjadi faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu
lintas yang dilakukan pengemudi inilah menjadi penyebab utama terjadinya
kecelakaan lalu lintas. Jenis pelanggaran yang sering terjadi di jalan menurut jgjak
pendapat Litbang Koran Sindo terhadap400 responden meliputi, menerobos lampu
merah, tidak menggunakan helm, tindak menyalakan lampu kendaraan, tidak
membawa surat kelengkapan berkendara, melawan arus jalan, melanggar rambu-
rambu lalu lintas, menerobos jalur busway, pengendara yang mengabaikan aspek
keselamatan, tidak menggunakan spion, serta berkendara melewati trotoar.?

Selain faktor kesalahan manusia yang melakukan pelanggaran lalu lintas,
kecelakaan juga disebabkan oleh faktor pengemudi itu sendiri. Kedudukan
pengemudi sebagai pengguna jalan menjadi salah satu bagian penting dalam
terjadinya kecelakaan. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Pasa 1 Ayat 23 didefiniskan bahwa “Pengemudi adalah orang yang
mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat 1zin

Mengemudi.®

! Marroli, (2017, Agustus 22), Rata-rata Tiga Orang Meninggal Setiap Jam Akibat Kecelakaan
Jalan (Halaman Web), Diakses pada 25 April 2021 dari
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail.

2 Dshub.bulelengkab.go.id, 10 Pelanggaran Lalu Lintas Paling Sering Terjadi (2016, Mei 23),
Diakses pada 25 April 2021 dari. https://dishub.bulelengkab.go.id

8 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintasdan Angkutan Jalan Pasal 1 Ayat 23




Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, pemerintah khususnya Kepolisian Republik Indonesia telah mengambil
langkah-langkah untuk memasyarakatkan undang-undang tersebut. Selanjutnya
mengajak masyarakat luas untuk mel aksanakan dan mematuhinya sehingga teratasi
kendala-kendala yang ada selamaini.

Untuk mewujudkannya diperlukan kesadaran dan disiplin masyarakat
dalam berlau lintas. Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin
berlalu lintas dapat dilakukan dengan penyebarluasan pengertian dan pengetahuan
hukum lalu lintas secara praktis dan mudah di mengerti oleh masyarakat luas.
Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu lintas
yang rendah dari para pemakai jalan merupakan hal yang perlu mendapatkan
perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi permasalahan di
bidang lalu lintas. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk
memperbaiki kondisi lalu lintas di Indonesia, namun masih belum mampu
mengimbangi perkembangan lalu lintas yang begitu pesat.

Keberadaan Undang — Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan telah memberikan pengaturan yuridis terhadap tata cara dalam
berlau lintas. Banyaknya kasus kecel akaan | alu lintas diwilayah hukum Polres K ota
Gorontalo dua bulan terakhir terjadi akibat kelalaian pengguna pengendara
kendaraan sehingga menimbulkan korban jiwa bahkan sampai berakibat kematian
sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang
menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang

bersangkutan. Sedangkan menurut teori hukum yang berlaku bahwa kesalahan



seseorang dilihat dari faktor kegadian yang sebenarnya, faktor apa yang
menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari
kronologis kejadian serta saksi mata yang melihat terjadinya kecel akaan.

Salah satu asas hukum yang dikenal adalah lex specialis derogat legi
generalis, menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan
hukum yang bersifat umum, inilah yang menjadi dasar kecelakaan lalu lintas
dinyatakan sebaga salah satu bentuk perbuatan atau tindak pidana khusus karena
diatur di dalam suatu bentuk hukum perundang-undangan diluar Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP.
Kecelakaan dapat dinyatakan dalam bentuk tindak pidana karena diatur ketentuan
pidananya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 310, Pengemudi kendaraan bermotor yang
karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas ringan diancam pidana
penjara maksimal 6 bulan, jika mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sedang
diancam pidana penjara maksimal 1 tahun, dan jika mengakibatkan kecelakaan lalu
lintas berat maka ancaman hukuman pidana penjara mencapai maksimal 5 tahun
penjara dan jika korbannya mengalami kematian maka diancam dengan hukuman
pidana penjara 6 tahun.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan atas dua faktor yaitu
kesenggaan dan keldaian. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor

kesengajaan maka ancaman pidana yang dapat diberikan menjadi duakali lipat dari



ketentuan yang telah ada mengenai masing-masing jenis kecelakaan yang
disebabkan oleh kelaaian.

Hasil penelitian yang dilaukan olen Muflikhatul, 2022 menjelaskan
beberapatemuan terkait dengan faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, yakni faktor
manusia yang menjadi penyebab yang paling besar pada tragedi lalu lintas. Faktor
ini berasal dari pengemudi sendiri. Adakalanya tekanan psikologi pengendara dan
bisa juga disebabkan karena pengemudi berkendara dalam keadaan
sakit/mengantuk, berkendara dengan kecepatan tinggi, mengoprasikan telfon
seluler saat berkendara, dalam pengaruh minuman beralkohol.

Selanjutnya yakni faktor kendaraan, sudah seharusnya pengendara untuk
selalu mengecek kendaraan dengan rutin dan hendak digunakan, karena kendaraan
juga sangat memengaruhi keamanan dalam berkendara. Selanjutnya yakni faktor
jalan. Karen tidak jarang juga kecelakaan disebabkan karena jalan tidak bagus dan
memiliki tingkat kebahayaan yang tinggi seperti tikungan tagjam, tanjakan turunan,
jalan rusak berlobang. Terakhir yaitu faktor lingkungan. Faktor ini dapat
digambarkan dengan pada saat malam hari jalan dalam keadaan gelap gulita dan
masih kurang penerangan jalan, atau jalan dengan wilayah berdebu dan tertutup
kabut.

Faktor-faktor diatas secara umum memberikan alasan materiil dalam
pemberiaan sanks pidana ketika terjadi kecelakaan lalu lintas. Berikut disgjikan
data kecel akaan lalulintas yang yang terjadi selama tahun 2021 sampai tahun 2023

di wilayah Kepolisian Resor K ota Gorontalo.



Tabd. 1
Data Kecelakaan Lalulintas di Wilayah Polresta Gorontalo Kota
Tahun 2021-2023

No K eterangan Tahun Penelitian
Penyebab K ecelakaan 2021 % 2022 | % | 2023| %
1 | Pengemudi ngantuk 11 28% 7 18% 4 13%
2 | Kecepatan tinggi 11 28% 16 42% 12 38%
3 | Menelpon 3 8% 4 11% 3 9%
4 | Pengaruh alkohol/Mabuk 15 38% 11 29% 13 41%
Jumlak kecelakaan 40 100% 38 100% | 32 100%
Akibat kecelakaan pengemudi mabuk
1 | Meningga dunia 11 8% 9 4% 14 8%
2 | Lukaberat 7 5% 8 3% 6 3%
3 | Lukaringan 118 87% 214 93% 115 89%
Jumlah 136 100% | 231 | 100% | 175 | 100%
Proses penyel esaian/Pertanggungj awaban pidana
1 | Damai/kekeluargaan 86 93% 147 97% | 116 97%
2 | Proses pengadilan 6 7% 4 3% 4 3%
Jumlah 92 100% 151 | 100% | 120 | 100%

Sumber : Polresta Gorontalo Kota, 2023

Data tersebut menunjukan bahwa selama tahun 2021 terjadi 40 kecel akaan
lalulintas dan 15 kejadian atau sebesar 38% kecelakaan disebabkan oleh karena
pengemudi dalam keadaan pengaruh alkohol atau dalam keadaan mabuk. Dari 15
kecelakaan lalulintas tersebut mengakibatkan 11 orang (8%) meninggal dunia, 7
orang (5%) mengalami luka berat dan 118 orang (87%) mengalami luka ringan,
Kemudian dalam proses pertanggungjawaban pidana dari 136 orang korban yang
mengalami kecel akaan padatahun 2021 tersebut sebanyak 86 orang (93%) memilih
damai atau penyelesaian secara kekeluargaan, dan sebanyak 6 orang (7%) memilih
diproses secara hukum, dan 44 orang tidak jelas penyel esaian hukumnya.

Selama tahun 2022 terjadi 38 kecelakaan lalulintas dan 11 kejadian atau
sebesar 29% kecelakaan disebabkan oleh karena pengemudi dalam keadaan

pengaruh alkohol atau dalam keadaan mabuk. Dari 11 kecelakaan lalulintas tersebut



mengakibatkan 9 orang (4%) meninggal dunia, 8 orang (3%) mengalami luka berat
dan 214 orang (93%) mengalami luka ringan, Kemudian dalam proses
pertanggungjawaban pidana dari 231 orang korban yang mengalami kecelakaan
pada tahun 2022 tersebut sebanyak 147 orang (97%) memilih dama atau
penyelesaian secara kekeluargaan, dan sebanyak 4 orang (3%) memilih diproses
secara hukum, dan 80 orang tidak jelas penyelesaian hukumnya.

Selama tahun 2023 terjadi 32 kecelakaan lalulintas dan 13 kejadian atau
sebesar 41% kecelakaan disebabkan oleh karena pengemudi dalam keadaan
pengaruh alkohol atau dalam keadaan mabuk. Dari 13 kecelakaan lalulintas tersebut
mengakibatkan 14 orang (8%) meninggal dunia, 6 orang (3%) mengalami luka berat
dan 155 orang (89%) mengalami luka ringan, Kemudian dalam proses
pertanggungjawaban pidana dari 175 orang korban yang mengalami kecelakaan
pada tahun 2023 tersebut sebanyak 116 orang (97%) memilih dama atau
penyelesaian secara kekeluargaan, dan sebanyak 4 orang (3%) memilih diproses
secara hukum, dan 55 orang tidak jelas penyelesaian hukumnya.

Berdasarkan fenomena dan uraian tersebut diatas, maka pendliti
merumuskan judul penelitian “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku
Pengemudi Kenderaan Dalam Keadaan Mabuk (Studi Kasus Polres Gorontalo
Kota).”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian padalatar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :



1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pengemudi
kendaraan dalam keadaan mabuk yang Mengakibatkan kecelakaan lalu
lintas ?

2. Bagaimana upaya penegak hukum terhadap pelaku pengemudi kendaraan
dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak
di capai adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang
Mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas

2. Untuk mengetahui upaya penegak hukum terhadap pelaku pengemudi
kendaraan dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan lalu
lintas

1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan uraian permasal ahn yang telah dikemukakan diatas, maha manfaat

yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagal berikut:

1. Manfaat Teoritis.
Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan
pembaca di bidang hukum pidana terutama tindak pidana kecelakaan lalu
lintas.

2. Manfaat bagi praktis.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran dan

masukan kepada aparat penegak hukum dan kalangan akademis.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungg Jawaban Pidana
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya
menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai
mora atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kel ompok-
kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidanaitu
dicapai dengan memenuhi keadilan®

Roeslan Pertanggungjawaban pidana diartikan sebaga diteruskannya
celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif
memenuhi syarat untuk dapt dipidana karena perbuatannya itu,® Apa yang
dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud
disini adal ah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik
hukum formil maupun hukum materil.

Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada
sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif

adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan

4 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan
Penerapan,
Cet. |, Rgawali Pers, Jakarta.
5> Roedan saleh, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama,
Jakarta, Ghalia
Indonesia
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hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu
perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada
kesadlahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggung jawab maka
pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban
dibebankan kepada pel aku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk
menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban
pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan
hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabiladidalam
dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan
bertanggungjawab seseorang.

Chairul® bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas |egalitas, sedangkan
dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa
seseorang akan mempunya pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan
perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya
pertanggungjawaban pidana adal ah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk
berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban
pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal

pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah

6 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab
Pidana
Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana
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perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengena apakah
seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung
kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki
unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan
pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau
tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau
tidak,” Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan
adal ah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Van Hamel berpendapat,® bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah
suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam
kemampuan:

a.  Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.

b. Untuk menyadari perbuatannyasebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh
masyarakat dan

c. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya

Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun
jikaorang tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinyatidak terdapat kesal ahan,

maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada’

7 Amir llyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rengkang Education Yogyakarta dan PUKAP-
Indonesia,
Y ogyakarta
8 |bid hal:74
% Ibid Hanafi hal .21
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Terdapat dua unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat
dikatakan telah melanggar hukum dan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi
pidana, yaitu unsur perbuatan pidana dan keadaan sifat batin pelaku yang dalam
bahasa asingnya ialah actrus reus dan mens rea. Adapun dua faktor untuk
menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu Faktor akal dan faktor
kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbol ehkan dan
yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah
lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak
diperbolehkan tadi'°
2.1.2 Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang
akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untk
mengatakan bahwa seseornag memiliki aspek pertanggung jawaban pidana maka
dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan
bahwa seseornag tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur
tersebut ialah:

a. Adanyasuatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggung-

jawaban pidana, karena seseornag tidak dapat dipidana apabila tidak

melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupan
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas

legalitas yang kita anut. Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine

191bid Hanafi hal.30
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praevia lege poenali artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak
ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan
perbuatan tersebut*!
Daam hukum pidana Indonesia menghendali perbuatan yang konkret atau
perbuatan yang tampak, artinya hukum menghednaki perbuatan yang
tampak kelaur, karenadidalm hukum tidak dapat dipidana seseorang karena
atas dasar keadaaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo
patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja,*?

b. Unsur kesalahan.
K esalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan
psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan
yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan
tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya, (Frans Maramis, 2012:114).
Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Daam KUHP
kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti keapaan
sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada
dalam pasal 359 dan 360.
Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti
normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari
seseorang, kesalahan psikologis ini  adalah kesalahan yang ada dalam diri

seseorang, kesalahn mengenai apa yang orang itu pikirkan dan batinya

11 Moeljalento, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta
12 Frans Maramis, 2012, Hukum Pldana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo
Persada
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rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuk nya
tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak
dapat diketahui.®®

Daam hukum pidanadi Indonesia sendiri yang digunakan adal ah kesalahan
dalam arti normative. K esalah normative adal ah kesalahan adal ah kesalahan
dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseornag. Kesalah
normative merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma
hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari
suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut
hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalah
baik disenggja maupun karena suatu kesalahan keal paan.

c. Kesenggaan

Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutamabuku ke duak UHP,
tampak dengan jelas disebutkan istilah kesenggjaan atau kealpaan. Berikut
ini akan dikutipkan rumusan pasa KUHP tersebut. Dengan senggja
Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang sigpa “dengan sengaja”
menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuha”.
Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi:Barang siapa
“karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan

pidana.

B 1bid. fran hal:115
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2.2 Tinjauan Umum Tentang Pidana.
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan

keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram.
Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen
yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku.
Oleh karenaitu, seluruh alam semestaini terikat dengan hukum agar keharmonisan,
kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik,**
Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan
oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang
berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap
penduduknyaitu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat
karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu
kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada

Tindak pidanaadal ah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapatdikenai
sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit, Saat
merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah
peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Moeljatno,’® dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan

istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

14 Barda Nawawi Arief, 2001. Masalah Penegakan Hukum dan K ebijakan Penanggulangan
Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
15 Moeljatno, 1993 Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta
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larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang
sigpa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana
adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal sga
dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu
keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman
pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu

Bambang,'® dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya
perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar
dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam
memberikan ciri tertentu pada peristiwva hukum pidana, perbuatan pidana
mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam
lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang
bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah
yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat

Kemudian Lamintang,'’ dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana
Indonesia, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu rumusan delik harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana agar dapat

dikatakan sebagai tindak pidana. Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP

16 Bambang Purnomo, 1994. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia
7 P.A.F. Lamintang, 1994. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,Bandung: Sinar Baru.
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dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur
subjektif dan objektif, Lamintang'®
Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku

atau hal yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk segala sesuatu yang
terkandung di dalam hatinya si pelaku. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif
adalah unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan-keadaan dimana
tindakan dari s pelaku itu harus dilakukan, Unsur-unsur subjektif adalah unsur-
unsur yang melekat pada diri pelaku atau hal yang berhubungan padadiri si pelaku
dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya s pelaku.
Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang memiliki
hubungan dengan keadaan-keadaan dimana tindakan dari s pelaku itu harus
dilakukan
Sudarto,’® mengemukakan bahwa unsur objektif dan unsur subjektif dari
strafbaarfeit adalah :
a. Unsur Subjektif

1. Orang yang mampu bertanggungjawab

2. Perbuatan ini harus dilakukan dengan adanya kesalahan.

3. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan

keadaan keadaan penyebab perbuatan itu dilakukan.

b. Unsur Objektif

1. Perbuatan Orang

18 | bid. Lamintang Hal. 184
19 Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Y ayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro
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2. Akibat dari perbuatan yang terlihat
3. Adanya kemungkinan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu

Unsur-unsur tindak pidana ini saling memenuhi satu sama lain, sehingga
apabila salah satu unsur (subjektif dan objektif) tidak terpenuhi dan tidak dapat
dibuktikan maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan pengadilan karena
perbuatannyatidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

2.2.2 Jenisjenis Tindak Pidana.

Dalam membahas tindak pidana ditemukan beragam tindak pidana yang
terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik itu sengaja maupun tidak sengaja.
Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yaitu sebagai
berikut:

a Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam Buku

Il dan pelanggaran dimuat dalam Buku I11.

Alasan pembedaan antara keahatan dan pelanggaran adalah jenis

pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari

ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana
pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan
kejahatan lebih dominasi dengan ancaman pidana.

Kriterialain yang membedakan kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan

itu merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga

menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya

membahayakan in abstracto sgja.
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Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan delik kejahatan

dan pelanggaran itu sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP hanyaberlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan
kegjahatan di Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang
digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang
tidak perlu dituntut.

2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.

3. Pada pemidanaan terhadap anak di bawah umur tindak tergantung pada
apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan
tindak pidana materil.
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian
rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu
adal ah mel akukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidanaformil
tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai
syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata- mata pada
perbuatannya. Misanya pada pencurian digantung pada selesainya
perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah pada

menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, sSiapa yang

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan

dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak
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bergantung pada sgjauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi
sepenuhnyadi gantungkan pada syarat timbulnya akibat |arangan tersebut.
Berdasarkan saat dan jangkawaktu terjadinya, makadapat dibedakan antara
tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidanaterjadi dalam waktu lama
atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk
terwujudnya atau terjadinya dalam waktuseketika atau waktu singkat sagja,
disebut juga dengan aflopende delicten. Tindak pidanaini disebut sebagai
tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan
tindak pidanatidak dengan sengaja.

Tindak pidana senggja adalah tindak pidana dengan kesenggjaan atau
mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak sengagja adalah tindak
pidana yang dalam rumusannya mengandung cul pa

Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan
tindak pidanakhusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam
KUHP sebaga kodifikasi hukum pidana materiil (Buku Il dan Buku I11).
Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak yang terdapat
diluar kodifikasi KUHP.

Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana
aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana

pasif/negative, disebut jugatindak pidana omisi.
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Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa
perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang mewujudkan
diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.
Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adal ah tindak
pidana

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan
tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana yang dirumuskan secara
formil atau tindak pidana yang pada dasar nyasemata-mata unsur
perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu tindak pidana
pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa
tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan caratidak berbuat aktif,
atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi
dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itubenar-
benar timbul.

. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan
antaratindak pidanatunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian
rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat
dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan sgja, bagian
terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal.
Sementaraitu yang dimaksud dengan tindak pidanaberangkai adalah tindak

pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang
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sebagal selesai dan dapat dipidananya pel aku, disyaratkan dilakukan secara
berulang.

. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka
dibedakan antaratindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidanabiasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk
dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan
adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah
tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana
disyaratkan untuk terlebih dahulu adanyapengaduan oleh yang berhak
mengsajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara
perdata, atau keluargatertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi
kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, makatindak pidanatidak
terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi.
Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP
didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan
kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya
dalam Buku 1.

Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk
rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab ), untuk melindungi
kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum

dibentuk kejahatan terhadap penguasa umu (Bab VIII), untuk melindungi
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kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana
seperti Pencurian (Bab XIl), Penggelapan (Bab XXIV), Pemerasan dan
Pengancaman (Bab XXI11) dan seterusnya.

j. Dilihat dari sudut subjek hukum, dapat dibedakan antara tindak pidana
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan
tindak pidanapropria (tindak pidanayang hanyadapat dilakukan oleh orang
yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku

pada semua orang dan memang bagian terbesar tindak pidana itu

dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-

perbuatan yang tidak patut tertentu yang khusus yang hanya dapat dilakukan

oleh orang yang berkualitas tertentu sgja, misalnya pegawai negeri (pada

kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada ke ahatan pelayaran) dan sebagainya.
2.3 Tinjauan Umum tentang lalu lintas
2.3.1 Pengertian lalu lintas

Daam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan
Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalulintas adalah gerak kendaraan dan
orang di Ruang Laulintas Jalan. Ruang Lalulintas Jalan adalah prasarana yang
diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa
Jalan dan fasilitas pendukung.

Lalulintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu
dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah

dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana
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transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka Lalulintas ditata dalam
sistem transpotasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya
jasa trnasportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan Lalulintas yang tertib,
selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh
masyarakat.

Soekanto dalam Sumampow?® menjelaskan, Lalulintas merupakan sesuatu
yang berhubungan dengan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Perjaanan
yang dimaksud bukan hanya perjalanan dari jalur darat, tetapi jalur laut dan jalur
udara. Berdasarkan penjelasan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa Lalulintas
adalah manusia dan kendaraan yang bergerak di jalan atau fasilitas penunjang
lainnya

Subekti juga memberikan definisi tentang lalu lintas, ia mengemukakan
bahwa lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu
pengangkutannya. Pengertian dan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa
lalu lintas dalam arti luas adalah setiap hal yang berhubungan dengan sarana jalan
umum sebagal sarana utama untuk tujuan yang ingin dicapai. Selain dapat ditarik
kesimpulan juga pengertian lalu lintas dalam arti sempit yaitu hubungan antar
manusia dengan atau tanpa disertai aat penggerak dari satu tempat ke tempat lain

dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

20 sumampow, A. R. (2013). Penegakan hukum dalam mewujudkan ketaatan berlalu lintas. Lex
Crimen.
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2.3.2 Pengertian Pelanggaran L alulintas.

Pelanggaran dijelaskan di KBBI sebagai perbuatan yang melanggar, tindak
pidana lebih ringkan dari pada kejahatan. Kamus hukum online dapat diketahui
bahwa pengertian pelanggaran adalah suatu jenis tindak pidana namun ancaman
hukumnya lebih ringan daripada kejahatan itu sendiri, baik yang berupa
pelanggaran jabatan maupun pelanggaran undang-undang.

Dari pendapat Bambang?! disebutkan bahwa pelanggaran bersifat politis

dan kejahatan adalah recht krimineel-on. Recht politik adalah tindakan yang tidak
mematuhi larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.
Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah setiap Perbuatan yang
bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,
dan bagi pelanggar aturan atau ketentuan hukum, mereka dapat dikenakansanksi
yang lebih ringan daripada para penjahat.

Pengertian lalu lintas pada undang- undang tentang lalu intas dan angkutan
jalan pada BAB | ketentuan umum yaitu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat 2 bahwa :

1. Lau Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi,
Pengguna Jalan, serta pengel olaannya (Undang-undang no 22 tahun 2009)

2. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
llyas (2012;20) ??Pelanggaran lalu lintas sudah tegas dijel askan dalam kitab
undang - undang hhukum pidana Indonesia membedakan antara
pelanggaran dan kejahhatan yang tertuang dalam buku 111 ( pelanggaran),

pelanggaran pada KUHP: (1) pelanggaran adalah sanksinya lebih ringan
dari kegjahhatan yang seperti hukuman benda, hukuman mati dll. (2)

2L |bid, Bambang hal .40

2 |lyas Amir, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan
Pertanggungjawaan Pidana
sabagai Syarat Pemidanaan, Y ogyakarta
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percobaan melakukan kegahatan dipidana sedangkan percobaan
pelanggaran tidak dipidana. KUHAP (pasal 53

Dapat disimpulkan bahwa kejahatan tersebut adalah setiap Perbuatan yang
bertentangan, bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan bagi
pelakunya dikenakan sanks yang lebih rendah daripada orang yang melakukan
kegjahatan. Di bawah jenis Undang-Undang Lalu Lintas dan Transportas Jalan - jenis
pelanggaran lalu lintas dapat dijel askan sebagai berikut:

1. Pedlaanggaran lalu lintas denganb aasam tidak memenuhi persyaratan
keselamatan, yg diatur Pasa 61 ayat 1 “kendaraan tidakbermotot yang
dioperasikan dijalan wajib memenuhi persyarat keselamatan.

2. Pelaanggaran lalu lintas karena tidak memiliki/tidak dilengkapi Surat-Surat
kendaraan. Sebagaimana dalam Pasal 68 ayat “setiap kendaraan bermotor yang
dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan

Bermotor dan Tanda Nomor K endaraan Bermotor.

2.3.3 Kecelakaan L alulintas.

Penjelasan tentang kecelakaan Lalulintas dapat kita jumpai dalam Pasal 1
angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkatan Jalan (LLAJ). Sgaan dengan aturan tersebut, penjelasan terkait dengan
kecelakaan Lalulintas dapat juga ditemukan dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Laulintas Jalan. Setelah
menelaah dan mengkai aturan tersebut, terdapat benang merah yang

menyimpulkan bahwa kecelakaan Lalulintas adalah serangkaian kejadiantanpa
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adanya unsur kesenggjaan sehingga menimbulkan kerugian serta korban jiwa di
jalan raya.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana
dan Lalulintas Jalan, pada Pasal 93 ayat (1) dari ketentuan tersebut mendefinisikan
kecel akaan Lalulintas adal ah suatu peristiwadijalan baik disangka—sangka dan tidak
disenggia melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya,
mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Sogjono,?® Suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi  dimanaterlibat
kendaraan bermotor dijalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda danbahaya
yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu
kecelakaan Lalulintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor ataukendaraan
tidak bermotor sgja

Kecelakaan Lalulintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak
disenggja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat
menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan Lalulintas bisa
terjadi kapan sgja dan dimana sgja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan Lalulintas
tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cidera, luka ringan, luka berat atau
kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meinggal dunia,®

Kemudian Kecelakaan Lalulintas menurut Fachrurrozy sebagaimana yang

dikutip oleh Antory merupakan seuatu peritstiwa yang tidak disangka—sangka dan

% Soekanto, Soerjono. (2011). Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada

24 C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil,1995, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, Jakarta,
Rineka
Cipta,
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tidak disenggja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakal jalan lainnya,
mengakibatkan korban manusia (mengalami lukaringan, luka berat, danmeninggal)
dan kerugian harta benda,®

Arif Budiarto dan Mahmudan menyatakan bahwa kecelakaan Lalulintas
sebagai suatu kgadian yang jarang dan acak bersifat multi faktor, yang umumnya
didahului oleh suatu situasi dimana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal
menguasai  lingkungan jalan. Pengertian lainnya menggambarkan bahwa
kecelakaan Lalulintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat
ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan
kondisi lingkungan jalan ketikaberlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan
terjadinya tabrakan.

Beberapa temuan awa menjelaskan, kecelakaan Lalulintas dipicu oleh
beberapa penyebab dan tidak ada unsur kesengajaan (Random Multifactor Event),
sehingga sulit untuk memperkirakan suatu kejadian laka lantas kapan dan dimana
akan terjadi lakalantastersebut. Lakalantas akan mudah terjadi apabilapengendara
tidak memiliki perhatian pada keselamatan diri seperti halnya pengendara yang
ugal, tidak memakai helm, dan acuh akan pentingnya sabuk pengaman pada
pengendara mobil?®

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kecelakaan Lalulintas

bukan suatu keadaan yang diinginkan oleh seseorang, kecelakaan Lalulintas

% Antory Royan Dyan, Pranata Hukum, 201 2. Jurna I[Imu Hukum program Studi Magister
[1mu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, vol 7 No. 1
% Toni,2012. Analisis Hukum Penegakan Tindak Pidana Pelanggaran Bidang Lalu Lintas
Ringkasan
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merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, kecelakaan lalu
lintas juga tidak bisa diprediks kapan dan dimana akan terjadi suatu kecelakaan
2.3.4 Faktor-Faktor Penyebab K ecelakaan Lalulintas.

Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas
dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa Kecelakaan Lalulintas adalah suatu
peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan
dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia
dan/atau kerugian harta benda. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
1993 menyebutkan bahwa Kecelakaan Lalulintas adalah suatu peristiwa di jalan
yang tidak disangka-sangka dan tidak sengaja melibatkan kendaraan yang sedang
bergerak dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia
atau kerugian harta benda. Kecelakaan Lalulintas sendiri merupakan salah satu
bentuk dari tindak pidana cul palkeal paan yaitu tindak pidana yang karena keal paan
atau kelalaian dari pelaku sehingga perbuatannya dapat menimbulkan korban dan
kerugian.

Terjadinya kecelakaan Lal ulintas dipengaruhi oleh beberpaa faktor, faktor-
faktor tersebut seolah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu
lintas. Semakin menjadi ketika manusianya sendiri terlihat tidak begitu
mementingkan keselamatan nyawanya, buktinya banyak pengendara motor yang
ugal-ugalan tanpa mengenakan helm atau pengendara mobil yang menyepelekan

kegunaan sabuk pengaman, di antaranya yakni:
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a. Faktor pengendara/pengemudi, Faktor tersebut menjadi paling dominan
dalam kasus laka lantas. Kelalaian dari seorang pengemudi kendaraan bisa
terjadi karenapengemudi dalam keadaan lelah, kantuk, atau bahkan sakit.
Juga kelalaian lainya seperti mengoprasikan handphone (HP), kecepatan
maksimum, dan dalam pengaruh akohol dan lain sebagainya

b. Faktor Kendaraan, Faktor kendaraan sangat berhubungan dengan kondisi
kendaraan. Sehingga menjadi sangat penting bagi pengendara untuk selalu
melakukan cek pada kendaraan ketika hendak digunakan. Hal penting yang
perlu diperhatikan adalah melakukan servis rutin kendaraan untuk
mengantisipas kejadian yang tak diduga, seperti rem blong, putus rantai,
lampu mati,ban meletus, dan lain lain. (Suwardjoko,2002;108)

c. Faktor Jalan, Jalan memiliki peran penting bagi pengguna kendaraan.
Daam faktor ini, menuntut pengendara untuk konsentrasi dalam
mengemudi, mengingat jalanan yang tidak bagus seperti berlubang, licin,
bergelombang, menikung tajam merupakan pemicu laka lantas®’

d. Faktor Lingkungan. Adapun faktor lingkungan yang kerap terjadi adalah
longsor, hujan lebat yang mengurangi jarak pandang, pohon tumbang, dan
musim kemarau yang berdebu. Sehingga mengurangi konsentrasi
pengendara terutama kendaraan roda dua.

Berdasarkan uraian faktor di atas, ditemukan kaian bahwa faktor
pengedara/pengemudi  merupakan faktor penyumbang terbesar dalam kasus

kecelakaan Lalulintas. Dasar argumentas tersebut adalah karena tidak jarang

2| bid, Toni.hal 16
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kecerobohan pengemudi menjadi penyebab kecelakaan dan menimbulkan
kematian, juga dapat menimbulkan kerugian finansial.
2.3.5 Karakteristik Kecelakaan L alulintas.

Kecelakaan lalu lintas mempunyai karakteristik menurut jumlah kendaraan
yang terlibat , Kepolisian RI? :

1. Kecelakaan Tungga suatu kecelakaan yang hanya melibatkan satu
kendaraan bermotor dan sama sekali tidak melibatkan pengguna jalan lain.
Contohnya seperti kendaraan tergelincir, terguling akibat pecah ban.

2. Kecelakaan Ganda, suatu kecelakaan laulintas yang melibatkan lebih dari
satu kendaraan bermotor atau dengan pengguna jalan lain mengalami
kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan.

Kecelakaan menurut jenis tabrakan memiliki karakteristik yang dapat
diklasifikasikan sebagai berikut Kepolisian RI :

1. Angle, kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berbeda namun bukan
dari arah yang berlawanan.

2. Rear — End, kendaraan yang menabrak kendaraan lainnya yang bergerak
searah.

3. Sides Wipe, kendaraan yang bergerak dan menabrak kendaraan lain dari
samping ketika kendaraan berjalan padaarah yang samaatau padaarah yang

beralawanan

% Kepolisian RI, 2020. Sandar Oprasional dan prosedur Penanganan Kecelakan Lalu Lintas
dan Angkutan
Jalan, Badan Pembinaan Keamanan Polri Direktorat Lalu Lintas.
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4. Head On, kendaraan yang bertabrakan dari arah yang berlawanan, bukan
disebut sideswipe, pada umumnya hal seperti ini disebut masyarakatsuatu
tabrakan adu kambing.

5. Backing, tabrakan ini terjadi ketika suatu kendaraan mundur dan menabrak
kendaraan lain ataupun sesuatu yang mengakibatkan kerugian.

Kecelakaan Lalulintas yang terjadi pasti mempunyai dampak sekaligus
ataupun hanya beberapa diantaranya. Berikut klasifikasi kondisi korban Laulintas
yaitu :

1. Meninggal dunia, korban kecelakaan lalu lintas yang dipastikan meninggal
dunia akibat kecel akaan laulintas dalam jangka paling lama 30 hari seteelah
kecelakaan tersebut.

2. Lukaberat, korban akibat kecelakaan La ulintas yang menderita luka—luka,
cacat tetap ataupun harus dirawat inap selama lebih dalam jangkawaktu
lebih dari 30 hari sgak terjadinya kecelakaan. Suatu kejadiaan kecelakaan
yang mengakibatkan cacat, yang dapat dikatakan cacat tetap jika sesuatu
anggota tubuh hilang atau tidak dapat digunakan lagi dan tidakdapat pulih
lagi selama-lamanya.

3. Lukaringan, korban yang mengalami luka-lukayang tidak perlu warat inap.
Kecelakaan laulintas yang disebabkan oleh pengguna narkotika dan

mengakibatkan adanya korban dapat disebut kecelakaan Lalulintas ganda.

Pengguna narkotika dapat sgja menabrak pengguna jalan lain, atau kendaraan lain
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yang berada disekitarnya dan menimbulkan korban. K ecelakaan Lalulintas tersebut
dapat menyebabkan adanya korban luka ringan, lukaberat hinggameninggal dunia.

Karakteristik di atas dapat dijadikan pedoman untuk Iebih berhati-hati pada
waktu mengemudikan kendaraan. Melihat kondisi sekitar dan kondisi kendaraan
serta kondisi fisik, agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan didalam
perjaanan. Melihat bahwa kecelakaan Lalulintas tidak hanya murni kesalahan dari
pengemudi
2.3.6 Sanks Pidana Pelaku Tindak Pidana K ecelakaan L alulintas.

Kecelakaan Lalulintas bisa mengakibatkan korban maupun pelaku
mengalami luka ringan, luka berat, hingga kematian. Sehingga, apa pun
penyebabnya, tetap ada peraturan yang mengatur hukuman setimpal untuk pelaku
penyebab kecelakaan lalu lintas. Secara umum, pengemudi kendaraan bermotor
yang menyebabkan kecelakaan Laulintas dengan korban jiwa baka dipenjara
maksimal 6 tahun atau dikenakan denda maksimal Rpl2 juta. Ketentuan ini diatur
dalam pasal kecelakaan lalu lintas,?®

Pelaku tidak bisa kabur begitu sgja. Sebab ada saksi yang menanti. Saksi ini
bisa yang turut memberikan pertolongan sehingga bisa memberikan kesaksian ke
pihak kepolisian. Pelaku harus memberikan keterangan terkait kejadian kecelakaan
Lalulintas tersebut. Diharapkan pelaku untuk kooperatif ketika dimintai keterangan
oleh polisi. Selanjutnya, korban juga berhak mendapat pertolongan, perawatan,
santunan, sampa dengan ganti rugi dari pelaku, perusahaan asuransi, hingga

pemerintah.

2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang L alu Lintasdan Angkutan Jalan Pasal 310
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Sanksi yang mengatur mengenai kecel akaan L alulintas yang mengakibatkan
korban luka berat bahkan mati ada 2 peraturan. Peraturan yang pertamana yang
mengatur ada pada KUHP dan yang kedua adal ah Undang-UndangNomor 22 Tahun
2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan menjelaskan sanksi-sanksi pidana bagi
pelaku tindak pidana kecelekaan lalulintas.

Kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tindak pidana yang karena
kesalahannya mengakibatkan korban Iuka bahkan mati. Sanks yang ada pada
KUHP terdapat pada Pasal 359 dan Pasal 360, sedangkan pada Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan diatur pada Pasal
310 dan Pasal 311. KUHP mengatur tentang karena keal paannya menyebabkan
orang lain mati atau luka-luka,sedangkan dalam UU LLAJ mengatur tentang karena
kelalaiannya dan kesengajaannya.

Ha ini yang membedakan yaitu antara kesalahan, kelalaian, dan
kesenggaan Kesadahan adalah suatu perbuatan dimana seseorang harus
mempertanggung jawabkannya. Kelalaian adalah suatu perbuatan yang berbentuk
sifat kurang kehati-hatian dan mengakibatkan adanya suatu resiko, sedangkan yang
dimaksud dengan kesengajaan disini ada suatu perbuatan yang dimana seseorang
sudah mengetahui bahwa itu merupakan perbuatan yang salah.

Terkait didalam KUHP Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi : jika suatu
perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan
pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Penggunaan
aturan yang lebih khususini jugadiatur pada sal ah satu asas, yaitu asas Lex specialis

derogat legi generaliyang berarti bahwa asas penafsiran hukum yang
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menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang

bersifat umum.

PadaPasal 229 UU LLAJ memuat beberapa golongan mengenai kecel akaan

Lalulintas menjadi 3 golongan, yaitu :

1

2.

3.

Kecelakaan Lalulintas ringan adalah kecelakaan Laulintas yang
mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Kecelakaan lalu lintas sedang adal ah kecelakaan yang mengakibatkan luka
ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Kecelakaan lalu lintas berat adalah kecel akaan yang mengakibatkan korban
meninggal dunia atau luka berat

Secara umum pada Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ juga mengatur tentang

kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau

perusahaan angkutan bahwa : Pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau

perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh

penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian

pengemudi.

Ketentuan Pasal 234 ayat (1) tidak berlaku lagi menurut pada Pasal 234 ayat

(3) bahwa:

1

2.
3. Disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambiltindakan

Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau diluar
kemampuan pengemudi.

Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketigadan/atau
pencegahan.

Pada Pasal 236 UULAJ mengatur tentang ganti rugi bagi pihak yang

menyebabkan kecelakaan Lalulintas yang menyebutkan bahwa :

1

2.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana
dimaksud pada Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya
ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Kewajiban mengganti kerugian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pada
kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2)
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dapat dilakukan diluar pengadilan jikaterjadi kesepakatan daman diantara
para pihak yang terlibat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pertanggung jawaban
dari pihak yang mengakibatkan kecelakaan Lalulintas yang hanya mengakibatkan
kerusakan atau kerugian materi tanpa adanya korban jiwa dalam kecelakaan
adalah merupakan bentuk penggantian kerugian kerusakan atau penggatian materi.
Menentukan dalam hal kecelakaan Lalulintas yang mengakibatkan kerugian
materi tanpakorban jiwatermasuk dalam suatu tindak pidana atau bukan, menururt
Sianturi S.R¥, dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-
unsur :
a Subjek
b. Kesaahan
c. Bersifat melawan hukum
d. Merupakan suatu tindakan yang dilarang dan/atau diharuskan oleh undang-
undang atau perundangan serta terhadap pelanggarannya diancamdengan
pidanaWaktu, tempat, dan keadaan.

Pada UU LLAJ ketentuan pada Pasal 230 yang berisi bahwa: “Perkara
kecel akaan Lalulintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) ayat (3) dan
ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan”.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kecelakaan lalu lintas baik kecelakaan

Lalulintas golongan ringan, sedang maupun berat adalah merupakan

%0 Sianturi S.R, 2002, Asas-asas Hukum Pidana dilndonesia dan Penerapannya, Jakarta, Storia
Grafika
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tindak pidana. Kecelakaan Lalulintas yang menyebabkan adanya kerugian materi
sgja tanpa adanya korban termasuk dalam pelaku tindak pidana dan dapat diproses
secara pidana karena tindak pidananya.

Sanksi pidana dalam hal mengakibatkan kerugian ada pada Pasal 310 (1)
karena kelalaiannya dan Pasal 311 (2) karena dengan sengaja. Sanksi pidana pada
Pasal 310 dan pada Pasal 311 juga memuat pidana bagi kecelakaan Lalulintas yang
mengakibatkan korban jiwa. Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada perbuatan
tersebut bagi pengemudi yang karena kel alaiannya dapat dipidana dengan Pasal 310
ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi :

a. Setigp orang yang mengemudikan kendaraan bermotot yang karena
kelalailannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas dengan kerusakan
kendaraan dan/atau barang sebagai manadimaksud dalam Pasal 229 ayat (2),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda
paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

b. Setigp orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalulintas dengan korban luka
ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta
rupiah)

c. Setiap orang yang mengemudiakan kendaran bermotor yang karena
kel alainnya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

d. Daam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidanapenjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00
(dua belas juta rupiah).

Sanks pidana untuk kendaraan bermotor yang dengan sengaja
mengemudikan kendaraannya membahayakan kendaraan/barang, diatur dalam

Pasal 311 yang berbunyi :
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a. Setigp orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan
cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana
dengan pidana penjarapaling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp.3.000.000,00 (tigajuta rupiah).

b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan
kecelakaan Lalulintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2(dua) tahun atau denda paling banyak
Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).

c. Daam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kecelakaan Lalulintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan
dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun atau denda
paling banyak Rp.8.000.000,00 (del apan juta rupiah).

d. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kecelakaan Lalulintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua
puluh juta rupiah)

e. Daam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan
orang lain meninggal dunia pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
lama 12 (duabelas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXI juga mengatur tentang
tindak pidana yang menyebabkan luka-luka atau meninggal dunia karena
kealpaannya terdapat pada Pasal 359 KUHPidana berikut : Barang siapa karena
kesal ahannya (keal paannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.Pasal
360 KUHPidana sebagai berikut :

a. Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain
mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama
lima tahun atau pidanakurungan paling lama satu tahun.

b. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain

luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan
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menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu,
diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana
kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat
ribu lima ratus rupiah.

RUU KUHP tahun 2015 juga menjelaskan tentang tindak pidana karena

kesengagjaan atau kealpaannya seperti pada KUHP yang terdapat pada pasal 40

yaitu:

a

b.

Seseorang hanya dapat dipertanggung jawabkan jika orang tersebut
melakukan tindak pidana dengan sengga atau karena keal paannya.
Perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan
sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan secara tegas
bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan dengan keal paan dapat dipidana.
Seseorang hanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap akibat tindak
pidana tertentu yang oleh Undang-Undang diperberat ancaman pidananya,
jikaia sepatutnya mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau
sekurang-kurangnya ada keal paan.

Seseorang yang terlibat pada kecelekaan Lalulintas mempunyai kewajiban

yang diatur pada Pasal 231 ayat (1) UU LLAJ yaitu :

00T

Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya

Memberikan pertolongan kepadakorban

Melaporkan kecel akaan kepada K epolisian Republik Indonesia terdekatdan
Memberikan keterangan terkait dengan kejadian kecel akaan

Seseorang yang terlibat kecelakaan tidak dapat melaksanakan kewajiban

yang disebutkan dalam Pasal 231 ayat (1) tersebut karena adanya keadaan

memaksa, keadaan memaksa yang dimaksud adalah adanya situasi di tempat

kejadian yang dapat mengancam keselamatannya, adanya amukan masa ditempat

kejadian dan tidak mampu untuk memberikan pertolongan.
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Berdasarkan hal tersebut pengemudi kendaraan bermotor harus
menyerahkan diri atau segera melaporkan diri kepada kepolisian terdekat.
Ketentuan di atas tidak dilaksanakan maka berdasarkan pada UU LLAJ Pasal 312
yang berbunyi :

Setigp orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat

kecelakaan Lalulintas dan dengan senggja tidak menghentikan

kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan
kecelakaan Lalulintas kepada Kepolisan Negara Republik Indonesia
terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf

b, dan huruf ¢ tanpa aasan yang patut, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.75.000.000,00

(tujuh puluh limajuta rupiah).

Pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas selain dapat dijatuhi dengan
pidana penjara, kurungan, atau pidana denda pelaku tindak pidana dapat dijatuhi
pula pidana tambahan seperti pencabutan Surat 1zin Mengemudi atau dengan ganti
kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tindak pidana kecelakaan
Laulintas selain mempunya sanksi yang akan membuat seseorang jera.
K ecelakaan Lalulintas bukanlah sesuatu yang diinginkan dan yang dapat diprediksi,
maka dari itu dengan adanya UU LLAJ yang mengatur tentang sanksi pidana bagi
tindak pidana kecelakaan Lalulintas dapat membuat masyarakat lebih berhati-hati
dan mematuhi peraturan Lalulintas yang ada.

2.4 Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dalam Keadaan

Mabuk.

Menurut KBBI mabuk memiliki arti “berasa pening atau hilang kesadaran

(karena terlalu banyak minum minuman keras, makan gadung, dan sebagainya).
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Hasil penelitian pamungkas® menunjukkan bahwa karakteristik pengendara dapat
berubah secara drastic dan cepat akibat penggunaan alkohol, narkotika serta saat
mengalami rasa sakit, jenuh dan tidak nyaman. Alkohol merupakan senyawakimia
organik dengan karakteristik khas yang terdapat gugus hidroksil (-OH) yang
memiliki kaitan dengan gugus karbon suatu molekul. Sumber alkohol yang umum
beredar antara lain ethanol, methanol, isopropanol, dan diethlene glikol. Ethanol
digunakan sebagai zat aditif gasoline, pelarut kosmetik dan farmasi serta minuman
beralkohol. Ethanol berasal dari fermentasi berbagai karbohidrat gandum, buah-
buahan ataupun bunga. Gonzales dalam Tesya®

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pldana (KUHP), mengemudi saat
dalam keadaan mabuk diatur dalam Pasal 492 yang menyatakan;

Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu lintas,
atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau
melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan
mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan
membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana
kurungan paling lamaenam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus
tujuh puluh lima rupiah

Mengemudi dalam keadaan mabuk diatur lebih khusus dalam Pasal 106
Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

Jalan yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan

Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh

8L Nur Setiaji Pamungkas, “Mengenal Perilaku Pengendara Kendaraan dalam Upaya Mencegah
Terjadinya Kecelakaan di Jalan Raya”, Teknis, Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang,
Volume9 No 1, April 2014

%2 Gonzales TA, Vance M, Helpen M, Umbergen CJ, “Legal Medicine athology and Toxicology™,
Edisi
ke-2, Appleton Century Crofts Inc, 1954, him 781
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konsentrasi; Ancaman pidana pengemudi yang mengemudikan kendaraan dalam

keadaan mabuk terdapat dalam Pasal 283 Undang Undang LLAJ yang menyatakan

bahwa:

Setiap orang yang mengemudikan K endaraan Bermotor di Jalan secaratidak
wagjar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan
yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana
kurungan paing lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

Tidak hanya pada Pasal 283, tetapi pada praktiknya perbuatan tersebut dapat

dijerat juga dengan Pasal 311 Undang Undang LLAJ apabila membahayakanbagi

nyawa atau barang, pasal tersebut berbunyi:

1

Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor
dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau deenda
paling banyak Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah)

Daam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Daam ha perbuatan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan
Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat
(3), pelaku dipidana dengan pidanapenjarapaling lama4 (empat)tahun atau
denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah)

Daam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000 (dua puluh
jutarupiah)

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan
orang lain meninggal dunia. Pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak 24.000.000,00 (dua
puluh empat juta rupiah)
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Dalam hal ini, pengemudi yang mengemudikan kendaraan dalam keadaan
mabuk masuk dalam keadaan yang membahayakan, dan hukuman pidana yang
dapat dikenakan kepada pengemudi tersebut, tergantung dari akibat dari kecelakaan

yang disebabkan oleh pengemudi dalam keadaan mabuk.
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UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN

}

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGEMUDI KENDERAAN DALAM
KEADAAN MABUK YANG MENGAKIBATKAN
KECELAKAAN

!

!

pertanggung jawaban pidana terhadap
pelaku pengemudi kendaraan dalam
keadaan mabuk yang Mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas :

a. Pidanapenjara
b. Denda

upaya penegak hukum terhadap
pelaku pengemudi kendaraan dalam
keadaan mabuk yang mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas :

a. Represif
b. Preventif

\Z

K epastian Hukum Terhadap Pertangungjawaban Pidana
Oleh Pelaku Pengemudi Kendaraan Y ang Dalam
Kenderaan Mabuk Sehingga Menyebabkan K ecel akaan
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2.6 Definisi Operasional

a)

b)

d)

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan
bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang
tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.

Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang
diancamkan dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta
benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan Undang-undang
Hukum Pidana yang berlaku.

Upaya Represif ini adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi
tindak pidana atau kejahatan yaitu berupa penegakan hukum (law
enforcement) dengan menjatuhkan hukuman. Penanggul angan denganusaha
Represif adalah untuk menangani atau menindak para pelaku tindak pidana
sesuai dengan perbuatan yang dilakukan serta menunjukkan untuk
memperbaiki nya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang
dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan
masyarakat, sehingga tidak mengulanginya dan orang lain jugatidak akan
mel akukannya mengingat sangsinya sangat berat.

Upayaini merupakan upaya pencegahan yaitu kelanjutan dari upaya premtif
yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang

ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.
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METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Pendlitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan
metode penelitian yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang turun langsung ke
lapangan dan menggunakan sumber data primer. Alasan digunakannya metode
penelitian empiris karenadalam latar belakang di butuhkan observasi tentang upaya
pembuktian pertanggung jawaban tindak pidana pengemudi dalam keadaan mabuk.

M etode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis dan pendekatan

sosiologis, yaitu metode pendekatan yuridis dimana pendekatan penelitian
dilakukan untuk mengkaji suatu permasalahan dari segi hukum dan sistematiknya
dan sebagai pedoman pada aturan yang dapat di jadikan dasar untuk menganalisa

gegja a-gejala hukum yang timbul. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan
untuk mengkaji suatu permasal ahan didalam masyarakat dengan maksud dan tujuan
untuk mendapatkan sebuah fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah,

pengidetifikasianmasalah dan untuk mencari dan menemukan penyelesaian
masalah.

Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan
yang mengkaji fakta-fakta terjadi. Maka pembahasan yang dilakukan dengan
berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dari lapangan serta semua hasil
wawancara dengan narasumber dan studi kepustakaan kemudian di bahas dan

dianalisa untuk memecahkan masal ah.
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3.2 Objek pendlitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran seperti
diuraikan dalam bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengemudi Kenderaan Dalam
Keadaan Mabuk
3.3 Lokasi Dan Waktu Pendlitian

Untuk mendapatkan data-data yang akurat dan data-data yang dibutuhkan
dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Gorontalo
(sat lantas). Dalam ha pemilihan lokasi penelitian dikarenakan lokasi tersebut
terdapat data-data yang lengkap mengenai tentang kecelakaan lalu lintas.

3.4 JenisDan Sumber Data

3.4.1 Populasi

Populas adalah keseluruhan atau sekumpulan objek dengan ciri yang sama ,
populasi berupa sekumpulan orang atau benda , kejadian , kasus, dengan ciri atau
ciri yang sama . calon peneliti mewawancarai kepolisian sat lantas polresta

gorontalo kota

3.4.2 Sampel

Sampel merupakan himpunan dari populasi yang dianggap mewakili populasi
dalam usulan penelitian ini , sehingga yang menjadi sampel dalam usulan

penelitian ini Yakni 1 Orang Di Bidang Arigg Banit Gakkum
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data digunakan 2 jenis data yaitu data primer dan
data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari Informan anggota
Kaditlantas kepolisian Resort Kota Gorontalo., data sekunder yaitu data yang
diperoleh berupa informasi — informas tertulis yang berhubungan dengan
penelitian ini, seperti buku dan sumber informasi lain. Pengumpulan data dalam

penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan
langsung ke lokasi penelitian atau survey lapangan. Peneliti melakukan
pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang dilihat dilokasi
penelitian.

2. Wawancara, teknik ini digunakan peneliti yaitu sebagai cara mengajukan
beberapa pertanyaan kepada pihak terkait yang memiliki kaitan dengan masalah
yang terjadi anggota K aditlantas kepolisian Resort Kota Gorontal 0.yang terkait
dengan perpustakaan.

3. Dokumentas yaitu pengumpulan data dengan caramempelgari buku, makalah,
majalah ilmiah guna untuk mengahasilkan informasi yang berkaitan dengan
masalah penelitian.

3.6 Tehnik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan ol eh penelitian dalam penulisan hukum
ini  adalah teknik analisis data kudlitatif yaitu mengumpulkan data,
mengkualifikasikan. Kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan

masalah akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Pendekatan
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kualitatif adalah suatu cara andisis hasil penelitian yang menghasilkan data
deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau
lisan serta tingkah laku yang nyata, yang teliti dan dipelgari sebagai sesuatu yang

utuh.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum L okas Pendlitian

K epolisian Resor Gorontal o Kotamerupakan Polres yang beradadi ibu Kota
Provinsi Gorontalo lebih tepatnya berada diwilayah Kota Gorontalo, Kepolisian
Resor Gorontalo Kota atau Polres Gorontalo Kota merupakan satuan pelaksana
tugas Polri di wilayah Kota Gorontal o. Polres Gorontalo Kota yang beralamat di JI.
P. Kalengkongan No. 31 Kel. Tenda Kecamatan Hulonthalangi Kota Gorontalo,
memiliki tugas utamadalam hal memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan
hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
di seluruh wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Secara total wilayah
hukum Polres Gorontalo Kota meliputi seluruh wilayah Kota Gorontalo yang
memiliki luas 79,03 Km2 dan terdiri dari 9 kecamatan dan 50 kelurahan. Dalam
menjalankan tugas-tugas kepolisian yang menjadi tanggung jawabnya, Polres
Gorontalo Kota dipimpin oleh seorang perwiraPolri berpangkat Ajun Komisaris
Besar Polis yang bertanggung jawab langsung kepada Kapolda Gorontalo dalam
pel aksanaan tugas-tugas sehari-harinyadan diwakili oleh seorang Wakapolres yang

berpangkat Komisaris Polisi

Kantor Polres Gorontalo Kota terdiri atas beberapa bagian, satuan fungs,
dan seksi yakni : Bagian Oprasional, Bagian Perencanaan, Bagian Sumberdaya,
Satuan Intelkam, Satuan Reserse kriminal, Satuan Resnarkoba, Satuan Sabhara,

Satuan Lalu Lintas, Satuan Pembinaan Masyarakat (Bimnas), Satuan Tahanan dan

51
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barang bukti dan seksi lain seperti Seksi Umum, Seksi keuangan, Seksi Propam,
Seksi Teknologi Informasi Polisi, serta 7 Polsek sebagai ujung tombak pelaksanaan

tugas sehari-hari.

4.1.1 Sgjarah Polres Gorontalo Kota

Awalnya di Kota Gorontalo Tahun 1960 Kepolisian di kedua Daerah
Gorontal o yaitu K otamadya Gorontal o dan Kabupaten Gorontal o, hanya satu kantor
berkedudukan di Kota Gorontalo tepatnya dikelurahan Tenda yang sekarang di
gunakan sebagal kantor Sat Lantas (Pengurusan SIM). Kemudian pada tahun 1978
Kantor Polisi Gorontalo berpisah dua yaitu Kantor Polis Kabupaten Gorontalo
dengan istilah Komres 1960 Gorontalo dan Kantor Polisi Kota Gorontalo dengan

istilah Komres 1905 Gorontalo.

Komres 1905 Gorontalo dipimpin oleh seorang Danres (Komanan Resort) A.
Letkol Pol. Sam Parangan dari tahun 1978 s/d 1981, dengan dibawah 3 (tiga) Sektor

masing-masing sebagal berikut :

1. Komsek 1905-01 Kota Utara

2. Komsek 1905-02 Kota Selatan

3. Komsek 1905-03 Kota Barat

Pada tahun 1982 nama K omres 1905 Gorontal o diganti dengan nama K oresta 1505
Gorontalo (Komandan Resort Kota 1505 Gorontalo). Dipimpin oleh Letkol Pol.
Bintoro Masduchy dari tahun 1981 /d 1984 istilah Koresta 1505 Gorontal o diganti
dengan nama Polresta Gorontal o (Kepolisian Resort Kota Gorontal o) dipimpin oleh

Letkol Pol. Ali Hanafiah (bertugas selama 4 bulan).
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Nama Polresta Gorontalo diganti menjadi Polres Gorontalo dan terakhir
berdasarkan Keputusan Kapolda Gorontalo nomor : Kep/203/V111/2012 tanggal 31
Agustus 2012 Polres Gorontalo diubah namanya menjadi Polres Gorontalo Kota,

yang membawahi 7 polsek masing-masing;

1. Polsek Defenitif (Type Rural) yakni :

2. Polsek Kota Utara

3. Polsek Kota Selatan

4. Polsek Kota Barat

5. Polsek Kota Timur

6. Polsek Persigpan (Type PraRural) yakni:
7. Polsek Kota Tengah

8. Polsek Dungingi

9. Polsek Kawasan Pelabuhan Gorontal o.
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Struktur Organisas Polresta Gorontalo Kota

LAMFIRAN 1

PERATURAN KEPCLISIAN NEGARA REPUHLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 202]

TENTANG

SUSUNAN ORGAMISASI DAN TATA EERJA PADA TINGEAT
KEPCLISIAN FESUR DAN KEPOLISIAN SEXTOR

STRUKTUR ORGANISAS] DAN DAFTAR SUSUNAN PERSONEL PADA TINGEAT POLRES
1. STRUKTUR ORGANISASI TINGEAT POLRES

KAPOLRES
WAKAPOLRES

[ swas | [ownoras |[ wmuns ] |[ e [ wwe J[ oem ]
=]
EAEEREE S Iﬁmﬁ =4 I EA A I EEA S

VPPUN FERGANAS PAN FEMAANTY FINFTRAR/ FELATAR

[t | [eamwrsoom] | [sarescun | |parseswanona]

I I L § T  § 1

" H
BATHINMAS | | BATSEAMAPTA l | BATLANTAS | : BATPAMOBVIT | i BATPOLAIRUD : l SATTAHTI I
e URSITR FELASSANS, TUGAR FORGN,

e e
| seeu | | swonxes

: SRR MG PELAKEANA FUGAL KEWILAYAMAN

4.1.2 Vis Mis Polres Gorontalo Kota
A.Vis
Polres Gorontal o kota mempunyai visi :
“ Terwujudnya Polres Gorontalo K ota yang professional, modern dan terpercaya”.
B. Mis
Mis Polres Gorontalo Kota adalah :

a Mewujudkan pelayanan Publik secara prima terhadap masyarakat serta

didukung oleh sumber daya manusia dan prasarana pendukung;



b)

d)

f)
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Melakukan penegakan hukum degan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi
HAM, anti KKN dan anti kekerasan;

Memberikan dukungan kepada masyarakat berupa bimbingan, penyuluhan
dan pengembangan potensi masyarakat untuk ikut sertaberperan aktifdalam
memelihara keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dalam
rangka meningkatkan kesadaran hukum;

Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas disetiap kelurahan dalam di setiap
kelurahan dalam mengimplementasikan strategi Polmas;

M enjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelacaran lalu lintas untuk
menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
Menggalakkan seluruh anggota Polres Gorontalo Kota guna memberikan
deteks dini terhadap ancaman yang dapat menimbulkan kerawan kamtibnas

di wilayah Polres Gorontalo Kota.

4.1.3 Tugas Dan Wewenang

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

b)

<)

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
M enegakkan hukum; dan
Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara

Republik Indonesia bertugas :



1)

2)

3

4)
5)

6)

7)

8)

9
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melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

menyel enggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas di jalan;

membina masyarakat untuk meningkatkan partisipas masyarakat,
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap
hukum dan peraturan perundang-undangan;

turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawa negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa;

melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya;

menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
kepolisian;

melindungi keselamatan jiwaraga, hartabenda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10) melayani  kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
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11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian; serta

12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

13) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian

Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

14) menerimalaporan dan/atau pengaduan;

15) membantu menyelesailkan perselishan warga masyarakat yang dapat
mengganggu ketertiban umum;

16) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

17) mengawas airan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;

18) mengeluarkan peraturan  kepolisan dalam lingkup kewenangan
administratif kepolisian;

19) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian
dalam rangka pencegahan;

20) melakukan tindakan pertamadi tempat kejadian;

21) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

22) mencari keterangan dan barang bukti;

23) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

24) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam
rangka pelayanan masyarakat;

25) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
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menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang :

1)

2)

3

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

memberikan izin dan mengawas kegiatan keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya;

menyel enggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak,
dan senjatatajam;

memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan
usahadi bidang jasa pengamanan;

memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan
petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan
memberantas kejahatan internasional;

melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang
berada di wilayah Indonesia dengan koordinas instansi terkait;

mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian
internasional;

melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas

kepolisian.®

33 https://polrestagorontal okota.com
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4.2.Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengemudi Kendaraan
Dalam Keadaan Mabuk Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan kecelakaan di jalan yang terjadi tanpa
disengagja, yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, dan
mengakibatkan adanya korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Korban
manusiameliputi pengemudi kendaraan, penumpang kendaraan, dan/atau pengguna
jalan lain. Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3, yaitu kecelakaan lalu
lintas ringan yang hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan/ barang, kecel akaan
lalu lintas sedang yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan/
barang, dan yang terakhir kecelakaan lalu lintas berat yang mengakibatkan korban

meninggal dunia ataupun luka berat.

Tabd. 4.2
Data Perkara L aka Lntas Di Polresta Gorontalo K ota
Tahun 2021-2023

1 | Meninggal Dunia 11 9 23
2 | LukaBerat 1 0 1
3 | LukaRingan 118 214 203
4 |RM 5 3 3
5 | Kerugian Materia (Rp) | 233.000.000 | 285.700.000 | 292.000.000

Sumber : Polresta Gorontal o Kota,2024

Data tersebut menunjukan bahwa selama tahun 2021 terjadi 96 kecelakaan
lalulintas, 160 kejadian di tahun 2022 dan selanjutnya laka lantar mengalami
penurunan ditahun 2023. Penurun kasus adalah sebagal akibat tindakan preventif
yang dilakukan oleh Polresta Gorontalo, berupa razia dan patroli, hal ini
sebagaimana yang disampaikan oleh Bripka Fyrdam selaku Kasat Lantas Polresta

Gorontalo Kota, meningkatnya kasus laka lantar dari tahun 2021 ketahun 2022,
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sehingga Kapolresta Gorontalo Kota menginstuksikan untuk intensif melakukan
patrol terutama di waktu malam.

Setiap peristiwa pelanggaran hukum harus mempertanggungjawabkan atas
perbuatan tersebut termasuk pelangggaran hukum dijalan raya yang mengakibatkan
kecelakan lalulintan. M engemudikan kendaraan di bawah pengaruh minuman
keras bisa dikatakan sebuah tindakan kriminal. Selain membahayakan diri
sendiri, perilaku ini juga dapat membahayakan nyawa pengguna jalan yang
lain.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan Bapak Bripka Fyrdam selaku
Kasat Lantas Polresta Gorontalo Kota pada tanggal 6 Mei 2024 adalah sebagai
berikut:

Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pengemudi kenderaan
dalam keadaan mabuk yg mengakibatkan kecel ekaan

“bahwa dalam penanganan kecelakaan lalu lintas itu sebagai dasar hukum yang
kami undang-undang lalu lintas no 22 tahun 2009 dan sebagai dasar hukum
pegangan penanganan jugaterdapat pada PERKAB 15 tahun 2013 tentang tata cara
penanganan kecelakaan lalu lintas untuk pelaku dalam pengaruh akohol yang
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam pasa undang-undang lalu lintas
angkutan jalan itu ada pasal 311 itu bunyi pasal nya "

“Setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dengan sengagja” dalam artian
beda halnya dengan kelalaian kalau kelalaian itu sengagja ancaman Beda Ancaman
Pidanya Dengan Pengaruh Alkohol Dan Tidak Pengaruh Alkohol Atau Dalam
Artian Dalam Keadaan Sadar.

Pertanggungjawaban pidana kecel akaan karena mabuk, Pasal 311 Undang-
Undang Lalulintas Angkutan Jalan telah mengatur bahwa setiap orang yang

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya
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dengan wajar dan penuh konsentras. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”)

Selanjutnya Pasal 283 UU LLAJ, Jka pengendara mengemudikan
kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau
dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam
mengemudi di jalan, ia dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling
banyak Rp750 ribu.

Perbuatan mengemudi saat mabuk tersebut dapat dijerat juga dengan Pasal
311 UU LLAZ:

1. Setiap orang yang dengan senggja mengemudikan kendaraan bermotor
dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang
dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp3 juta.

2. Dadam hal perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
dengan kerusakan kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana penjara paling lama 2 tahun atau
denda paling banyak Rp4 juta.

3. Dadam hal perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana penjara
paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp8 juta.

4. Dalam hal perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lau lintas
dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4),
pelaku dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak
Rp20 juta.

Dalam hal perbuatan pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal
dunia, pelaku dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak
Rp.24 juta. Keadaan pengemudi yang mabuk menurut hemat kami dapat dikatakan
sebaga keadaan yang membahayakan. Sedangkan, mengenai hukuman pidana bagi
pengemudi yang berkendara dalam keadaan mabuk dan mengakibatkan kecel akaan,

bergantung dari akibat dari kecelakaan itu. Apakah kecelakaan tersebut
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menyebabkan kerusakan kendaraan/barang, menyebabkan korban lukaringan, luka
berat, atau bahkan menyebabkan orang lain meninggal dunia.

Dalam hal perbuatan pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana penjara paling lama 4 tahun
atau denda paling banyak Rp8 juta.

4.2.1. Pidana Penjara

Perlakuan terhadap narapidana berdasarkan perikemanusiaan dan
pendekatan pel aksanaan pidanapenjara, tidak lepas dari cara-cara kehidupan dalam
masyarakat, sesuai dengan rumusan Standard Minimum Rules for The treatment of
Prisoners, yang anatara lain mengatur tentang pembinaan, perbaikan nasib,
pekerjaan, pedidikan, rekreasi dan hubunganhubungan sosial.>* Eksistensi dasar
pembenaran ditetapkannya pidana penjara selama ini tidak pernah dipersoalkan,
yang pada umumnya dipersoa kan adalah mengani berat ringannya ancaman pidana
penjara dai sistem perumusannya dalam undangundang. Tidak dipersoakan
eksistens dan dasar pembenaran penjara yang berhubungan dengan adanya
kebijaksanaan yang mempertahankan jenis-jenis pidana sebagaimana dalam Pasal
10 KUHP menurut UU No. 1 Tahun 1946. Tetapi menurut pertimbangan
kriminalisasi, masih patutnya dipidana perbuatan tertentu sehingga penggunaan
sanksi pidana pada umumnya dan pidana penjara pada khususnya, tetap bersifat
selektif yang diorientasikan pada pola kebijaksanaan tertentu, yakni ditujukan

terhadap perbuatan-perbuatan:

34 Bambang Poernomo, Hukum Pidana, Bina Kasara, Jakarta, 1982, him. 174
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Pertama, yang bertentangan dengan kesusilaan, agamadan moral Pancasila;
Kedua, yang membahayakan atau merugikan kehidupan masyarakat, bangsa dan
negara; Ketiga, yang menghambat tercapai nya pembangunan nasional .
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bripka Fyrdam selaku Kasat
Lantas Polresta Gorontalo Kota (tanggal 6 Mei 2024) bahwa kelalaian adalah
apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan
suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang,
maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dalam culpa atau
kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunya kesadaran atau
pengetahuan bahwa pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat
yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat
menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang
dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Hukuman pidana dapat

dijatunkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananyaitu. %

Adapun data pertangungjawaban pelaku kecelakaan lalu lintas karena dalam
keadaan mabuk yang menimbulkan korban dengan pertangungjawaban pidana

penjaradilihat dari kurun waktu tahun 2021-2023 sebagai berikut:

%5 hasil wawancara dari bapak Bripka Fyrdam..
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Tabel 4.2.1

Kasus L akalantas Dipicu Karena Minuman Keras Yang Menimbulkan
Korban Jiwa Di Kota Gorontalo kurun waktu 2021-2023, Ber dasarkan
Pertangungjawaban Pidana Penjara.

2021 - 0

2022 - 0

Tabrak lari mobil honda
brio di kec. Kota Tengah
2023 yang menyebabkan 1 Pelaku
korban meninggal dunia

Sumber : Polresta Gorontalo K ota,2024

Dari data diatas dapat disimpulakan dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang
yakni tahun 2021-2023 terdapat kasus kecelakaan yang dipengaruhi oleh minuman
keras pada tahun 2023 sgja yang menimbulkan korban jiwa meninggal dunia dan
pelaku di mintai pertangung jawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 310 UU
LLAJ.

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat diketahui bahwa apabila terjadi
kecel akaaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal duniamaka pelaku
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun penjara.

Hasil wawancara dengan Pihak Kepolisian Lakalantas Polresta Gorontalo K ota sebelum
menabrak pejalan kaki, RAB juga Sempat menyerempet pengemudi bentor mengakibatkan
kaca spion mobil rusak. Di dalam mobil tersebut terdapat tiga orang. Namun, polisi baru
menetapkan satu tersangka, sedangkan dua orang lainnya saksi. Dari hasil pemeriksaan

tersangka dan dua orang saksi sudah menenggak miras sebelumnya. "Menurut pengakuan

tersangka dan saksi malamnya sudah minum minuman keras,. Setelah peristiwa nahas itu
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terjadi, tersangka bersembunyi di rumah pemilik asli mobil brio kuning. Kemudian pada

Senin 15 Mel 2023 dini hari, tersangka akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Saat ini mobil
brio kuning yang dipakai tersangka sudah disita pihak polisi. "Sesaat setelah menabrak
itulah dia baru sadar (ada korban). Sebelum menabrak orang, dia sempat menyerempet
bentor sehingga kaca spion sebelah kanan patah, kemudian dia banting ke kiri, dan saat
itulah dia menabrak korban,". "Dia melarikan diri ke pemilik brio kuning ini, langsung
bersembunyi, besok Harinya, dini hari baru menyerahkan diri," pungkasnya.

Polisi menerapkan Pasal 310 ayat (4) Juncto Pasal 312 Undang-Undang nomor 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Pasal 310 ayat (4) berbunyi
dalam hal kecel akaan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda
paling banyak Rp12.000.000. UU LLAJ dijelaskan bahwa setiap orang yang
mengemudikan kendaraan dan terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, namun tidak
menghentikan kendaraannya secara sengaja, tidak memberi pertolongan, ataupun tidak
melapor pada kepolisian dapat terkena kurungan penjara paling lamatiga tahun atau denda

maksimal Rp75 juta.

4.2.1 Pidana Denda
Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda di dalam kelompok pidana pokok

sebagai urutan terakhir atau keempat,sesudah pidana mati,pidana penjara dan
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pidana kurungan. Dalam menjatuhkan pidana, peranan hakim sangat
penting.Setelah mengetahui tujuan pemidanaan,hakim wajib mempertimbangkan
keadaan-keadaan yang ada di sekitar si pembuat tindak pidana,apa dan bagaimana
pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan,pengaruh pidana yang dijatuhkan
bagi si pembuat pidanadi masamendatang,pengaruh tindak pidanaterhadap korban
sertabanyak lagi keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan pidana.®®

Adasuatu ketentuan bahwadalam hal seseorang melakukan tindak pidanayang
hanya diancam dengan pidana penjara,namun apabila hakim berpendapat tidak
perlu menjatuhkan pidana penjara setelah memperhatikan dan mempertimbangkan
hal-hal yang menjadi tujuan pemidanaan serta pedoman peneragpan pidana
penjara,maka hakim dapat menjatuhkan pidana denda. Sikap memilih pidana denda
benar-benar atas pertimbangan hakim secara cermat dan objektif serta praktis
daripada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) atau karena
memperhitungkan untung rugi pidana denda dibandingkan dengan pidana
perampasan kemerdekaan.

Jadi dalam hal ini pidana denda diancamkan dan seringkali sebagai alternatif
dengan pidana kurungan terhadap hampir semua “pelanggaran” (overtredingen)
yang tercantum dalam buku 111 KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan,pidana
denda itu diancamkan sebagai aternatif dengan pidana penjara. Demikian juga

terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan

36 http://abdul -rossi .blogspot.com/2011/04/pidana-denda.html padatanggal 28 Mei 2024 pukul
04.00 Wita.
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sengaja.’’

Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu
batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap pasal KUHP yang bersangkutan
ditentukam batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang dapat ditetapkan
oleh hakim.Karena jumlah-jumlah pidana denda baik dalam KUHP maupun dalam
ketentuan-ketentuan pidana lainnya.®®

Berdasarkan dengan kasus di atas pelaku tidak diancam dengan pidana denda
atau dalam hal ini majelis hakim tidak mempertimbangkan opsi pidana denda
terhadap pelaku akan tetapi meghukum pelaku dengan pidana penjara.

4.3 Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengemudi kendaraan dalam
keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan

Upaya penanggulangan untuk mengatas pelanggaran lalu lintas telah
diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini aparat
Polres Gorontal o kota Menurut Bapak Bripka Fyrdam selaku Kasat Lantas Polresta
Gorontalo Kota padatanggal 6 Mei 2024 bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk
menanggulangi kecelakaan lalu lintas adalah, upaya preventif (pencegahan) dan
upayarepresif (penindakan).

4.3.1. Represif
Penanggulangan yang bersifat represif ini adalah tindakan yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya suatu bentuk tindak pidana. Tujuan

tindakan yang dijatuhkan kepada pel aku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan

% ibid
3 Niniek Suparni, Op Cit ,him.49
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kecelakaan berakibat kematian menurut Bapak Bripka Fyrdam selaku Kasat
LantasPolresta Gorontalo Kota pada tanggal 6 Mei 2024, |akalantas Polresta
Gorontalo Kota, menambahkan bahwa sebagai efek jera bagi para pelaku
pelanggaran lalu lintas. Efek jeraini didasarkan atas aasan bahwa ancaman
yang dibuat oleh negaradengan diberlakukannya undang-undang lalu lintas
dan angkutan jalan yang baru, para pelaku pelanggaran lalu lintas berfikir
untuk berusaha tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Penindakan yang
dilakukan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berupa penegakan hukum
dengan penjatuhan sanksi. Adapun beberapa soulus yang dianggap sangat
mempengaruhi dalam masalah pelanggaran lalu lintasdari berbagai aspek
yang terdiri dari persoaan infrastruktur dan dan aat transportasi. Lebih jauh
permasal ahan mental manusiamenjadi satu hal yang perludiperhatikan dalam

upaya memperbaiki kondisi lalu lintas.

Adapun kegiatan Satlantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas

dengan cararepresif adalah sebagai berikut:

a. Tilang

Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungs tilang itu sendiri adalah sebagai
undangan kepada pelanggar lalu lintas

untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagal tanda bukti

penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.
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b. Penyitaan

Penyitaan dilakukan karena pengendara kendaraan tidak membawa atau
mempunyai surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dan surat izin

mengemudi (SIM).
c. Teguran

Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang
melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran
lagi. Dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak
akan melakukan pelanggaran. Upaya ini diharapkan dapat menyelesaikan
permasalahan dan juga mendatangkan rasa dama dalam masyarakat,
walaupun dalam hal demikian ini pada dasarnyatidak dapat menghilangkan
pelanggaran secara langsung, akan tetapi dapat memberikan peringatan
terhadap mereka yang telah melakukan pelanggaran oleh masyarakat atau

korban.

Kegiatan ini juga merupakan proses perwujudan pihak Satlantas kepada
masyarakat sebagai upaya untuk mengimplementasikan kepolisian dalam
fungs lalu lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah dilaksanakan
secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang saling mendukung.
Dengan adanya upaya diatas diharapkan apa yang ditujukkan akan tercapai
sesuai dengan tujuan kepolisian khususnya Satlantas. Tujuannya adalah
untuk mengembalikan kesinambungan dalam masyarakat yang telah

terganggu dengan terjadinya banyaknya pelanggaran.
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4.3.2. Preventif

Tindakan penanggul angan kejahatan dengan carapreventif yaitu tindakan
penanggulangan kegjahatan dengan mencegah terjadinya kejahatan untuk
pertamakalinya. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara meminmalisir faktor-
faktor yang memungkinkan kejahatan terjadi. Mencegah tentunya lebih baik dari
pada memperbaiki, hal ini sgalan dengan semboyan yang dikenal dalam
krimonologi yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kejahatan harus
diarahkan agar kejahatan tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.Tindakan
preventif lebih diutamakan dari pada tindakan prefentif tentunya memiliki alasan
yang sangat wajar dan kuat. Tindakan penanggulangan kejahatan dengan cara

preventif bisa dilakukan dengan siapa sgja tanpa perlu memiliki keahlian
khusus pada bidang tertentu. Tindakan preventif dilakukan untuk
memperbaiki keadaan sosial tertentu dan karenanyatindakan preventif menjadi titik
kunci dalam upaya politik criminal secara keseluruhan. Atas dasar tersebut pula
tindakan preventif sebagai tindakan yang menjadi titik kunci pada politik criminal
harus lebih diefektifkan dan diintensifikasikan Berbeda hal dengan tindakan
penanggulangan kejahatan dengan preventif, tindakan penanggulangan kejahatan
dengan represif dilakukan pada saat kejahatan tersebut telah terjadi atau juga
bisa dikatakan dengan penindakan. Penindakan terhadap pelaku kejahatan
merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan dengan harapan pelaku maupun
masyarakat tidak melakukankejahatan yang sama ataupun kejahatan yang lain

pada waktu yang akan datang.



Tindakan ini meliputi cara aparat hukum dalam melakukan penyidikan,
penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi,
dan seterusnya sampai pembinaan narapidana.Selain dua cara yang telah
disebutkan di atas, upaya penanggulangan kejahatan dapat juga dilakukan
dengan cara yaitu Criminal Law Application(Penerapan hukum pidana),
Prevention Without Punishment (Pencegahan tanpa pidana) dan Influencing
Viewsof Society On Crime and Punishment (mempengaruhi pandangan
masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa). Sebagai
konsekuensi |ogis bertumpunya anekaragam aktivitas masyarakat berlalu lintas
dijalan, maka hal tersebut telah menimbulkan berbagai masalah dengan resiko
yang berlainan. Semakin tinggi tingkat aktivitas masyarakat di jalan, semakin
rumit pula permasalahan yang akan timbul saat berlau lintas.Upaya
pencegahan dilakukan melalui peningkatan pengawasan kelayakkan jalan,
saranadan prasaranajalan, sertakelayakkan Kendaraan, termasuk pengawasan
di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Upaya
pengaturan meliputi managjemen dan rekayasa lalu lintas dan modernisasi
saranadan prasaranalalu lintas. Keadaan dari s pengemudi tersebut di dalam
mengemudikan kendaraannya akan berdampak langsung pada terjadi atau
tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ditinjau dari faktor penyebabnya,
kecelakaan lalu lintas memang tidak seluruhnya disebabkan oleh faktor
pengemudi. Adafaktor lain, seperti faktor kendaraan, faktor jalan, faktor alam
dan faktor lingkungan, yang memberi kontribusi pada terjadinya kecelakaan
lalu lintas. Namun, selama ini yang menjadi penyebab kecelakaan yang utama

adal ah faktor manusia, dalam hal ini pengemudi kendaraan.
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BABV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

1. Pertangung jawaban tindak pidana pelaku pengemudi kenderaan dalam
keadaan mabuk yakni terdapat dua yaitu saks pidana penjara dan juga
denda. Hal ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku
yang mengemudikan dalam keadaan mabuk.

2. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengemudi kendaraan dalam
keadaan mabuk yang mengakibatkan kecelakaan yakni melalui upaya
represif dan preventif

5.2 Saran

1. Kepada para penegak hukum dan pemerintah agar bisa memberikan
hukuman yang setimpal bagi pelaku kelalaian lalu lintas yang menyebabkan
hilangnya nyawa orang lain supaya dapat memberikan efek jera dan
memenuhi rasa keadilan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum harus
juga memperhatikan langkah-langkah preventif untuk kedepannya,
sehingga tidak akan ada lagi pelaku yang melakukan kelalaian lalu lintas
yang membuat orang lain meninggal dunia.

2. Kepada masyarakat luas, agar lebih hati-hati dalam menggunakan
kendaraan bermotor di lalu lintas serta senantiasa mentaati peraturan-
peraturan lalu lintas. Misalnya, ada rambu lalu lintas yang menandakan
kecepatan maksimum dalam daerah tersebut adalah 40 km/jam, maka tidak

boleh lebih dari kecepatan 40 km/jam, hindari kegiatan mengemudi ketika

70



71

sudah mengonsumsi minuman keras, Banyak hikmah yang dapat diambil
dari beberapa kasus yang sudah terjadi, setidaknya penting untuk mentaati

rambu-rambu lalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dinginkan.
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Ayah : Rusdi Abdul Karim
Ibu : Selvi Panigoro
Saudara
Kakak : 1. Rachmat Abdullah
2. Muh. Hidayat A. Karim
Adik : Muhammad Nurulsyahbani A. Karim
Riwayat Pendidikan :
No Tahun Jenjang Tempat | Keterang
1 2007-2008 TK. Aisya Kota Gorontalo Gorontalo | Berijasah
2 2008-2014 | SDN. No.33 Kota Gorontalo Gorontalo | Berijasah
3 2014-2017 | SMPN. 2 Kota Gorontalo Gorontalo | Berijasah
4 2017-2020 | SMAN 1 Kota Gorontalo Gorontalo | Berijasah
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